

BAB I


PENDAHULUAN


1.1  Latar Belakang

Sistem Perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1983. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Perubahan sistem  perpajakan  tersebut  membawa  perubahan  konsekuensi  bagi  Wajib Pajak dan fiskus. Dengan perubahan sistem perpajakan tersebut Wajib Pajak diharapkan secara sadar dan patuh melaksanakan segala kewajiban perpajakannya.
Dalam   pelaksanaannya,   sistem   self   assessment   tersebut   mengalami berbagai hambatan. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak memahami ketentuan perpajakan, banyak dan sering berubahnya peraturan pelaksanaan perpajakan, kurangnya pemahaman fiskus sendiri pada peraturan perpajakan dan adanya praktik-praktik yang tidak sehat yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan pelaksanaan fiskus dalam melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Pada  hakekatnya,  masih  ada  saja  pelaksanaan  pemungutan  pajak  yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang dapat menimbulkan ketidak-adilan bagi Wajib Pajak, misalnya Wajib Pajak yang merasa kurang
puas  atas  suatu  ketetapan  pajak  yang  dikenakan  atas  pemotongan  atau
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pemungutan oleh pihak ketiga. Sehingga dapat mengakibatkan timbulnya sengketa pajak antara wajib pajak dan pejabat yang berwenang. Dari masalah tersebut, banyak Wajib Pajak yang tidak tahu tentang mekanisme keberatan dan non keberatan dalam sengketa pajak.
Dalam prakteknya, sengketa pajak terjadi karena ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sengketa Pajak tidak harus diselesaikan   di   Pengadilan   Pajak,   tetapi   sengketa   pajak   juga   dapat diselesaikan di Direktorat Jenderal Pajak melalui mekanisme keberatan sesuai dengan   Pasal   25   Undang-Undang   Ketentuan   Umum   dan   Tata   Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009.
Wajib  Pajak memiliki  hak  untuk  mengajukan  Keberatan  atas  sengketa pajak kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak jika Wajib Pajak tidak setuju mengenai materi atau isi ketetapan pajak, yaitu berkaitan dengan jumlah rugi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan jumlah besarnya pajak  yang  dipotong  atau  dipungut  menurut  penghitungan  Wajib  Pajak dengan disertai alasan  yang menjadi dasar penghitungan.  Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan adalah alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemotongan atau bukti pemungutan yang diajukan keberatan.
Mekanisme lain yang menjadi hak Wajib Pajak jika tidak menyetujui keputusan  yang  dibuat  Direktorat  Jenderal  Pajak  sesuai  dengan  pasal  36
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Undang-Undang KUP adalah dengan mekanisme non keberatan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dianggap tidak benar. Ketidakpuasan Wajib Pajak atas ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya tersebut ada yang disebabkan karena kesalahan hitung oleh fiskus atau Wajib Pajak sendiri.
Dari uraian diatas, penulis termotivasi untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk Laporan Akhir Praktek dengan judul “MEKANISME KEBERATAN DAN NON KEBERATAN DALAM SENGKETA PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA.”
1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana Mekanisme Keberatan dan Non Keberatan dalam Sengketa Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara ?.
1.3  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian laporan akhir praktek adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Mekanisme Keberatan dan Non Keberatan dalam Sengketa Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.
1.4  Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :



a. Bagi  Politeknik,  sebagai  referensi  dalam  pengembangan  kurikulum  di Politeknik Negeri Manado khususnya Jurusan  Akuntansi dalam bidang Perpajakan.
b. Bagi  Instansi  Pemerintah,  dapat  membantu  dalam  mensosialisasikan mekanisme keberatan dan non keberatan dalam sengketa pajak kepada Wajib  Pajak dan  untuk  memberikan  masukan  kepada pihak  Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan keberatan pajak sesuai dengan harapan dan rasa keadilan Wajib Pajak.
c. Bagi  Masyarakat,  dapat  membantu  dan  mendorong Wajib  Pajak untuk lebih memahami tentang mekanisme keberatan dan non keberatan dalam sengketa pajak.
d. Bagi   Penulis,   dapat   menambah   wawasan   dan   pengetahuan   tentang mekanisme keberatan dan non keberatan dalam sengketa pajak sebagai bekal untuk diterapkan di dalam dunia kerja khususnya bidang perpajakan dan untuk menyelesaikan Diploma III bidang Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Manado.
1.5  Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menguraikan mekanisme keberatan dan non keberatan dalam suatu sengketa  pajak  pada  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.









1.6  Deskripsi Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi

Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara

A.   Gambaran Umum

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara seperti instansi pemerintah lainnya terus  mengalami  perubahan  dan  penyempurnaan  untuk  menjadi  lebih baik   mengikuti   perubahan   sistem   yang   dilakukan   oleh   Direktorat Jenderal Pajak. Awalnya wilayah kerja kantor ini adalah meliputi seluruh Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, dengan nama Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Karena luas wilayah dan pengawasan yang sangat luas, maka pada tahun 2006 Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dipecah menjadi 2 (dua) kantor wilayah, yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Bagian Utara yang mempunyai wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Tengah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah provinsi Sulawesi  Tengah.  Direktorat  Jenderal  Pajak  memiliki  visi  dan  misi sebagai berikut :
      Visi



Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.
      Misi

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :
1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakkan hukum yang adil;
2. Pelayanan    berbasis    teknologi    modern    untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur  pajak  yang  berintegritas,  kompeten,  dan profesional; dan
4. Kompensasi    yang    kompetitif    berbasis    sistem manajemen kinerja.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor131/Pmk.01/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/ Pmk.01/2006, 2 (dua) kantor wilayah tersebut  di atas digabungkan kembali menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan  Maluku  Utara  dengan  wilayah  kerja  meliputi  Provinsi  Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan bertempat kedudukan  di  Manado.  Akhirnya,  setelah pelaksanaan  modernisasi  di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku



Utara memiliki 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja yang terdiri dari 11 (sebelas) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan 16 (enam belas) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama meliputi:
1.  KPP Pratama Manado;

2. KPP Pratama Gorontalo;

3. KPP Prarama Bitung;

4. KPP Pratama Kotamobagu;

5. KPP Pratama Tahuna;

6. KPP Pratama Palu;

7. KPP Pratama Luwuk;

8. KPP Pratama Poso;

9. KPP Pratama Toli-Toli;

10. KPP Pratama Ternate; dan

11. KPP Pratama Tobelo.

Kantor    Pelayanan    Penyuluhan    dan    Konsultasi    Perpajakan

(KP2KP), meliputi :

1. KP2KP Tomohon;

2. KP2KP Limboto;

3. KP2KP Marisa;

4. KP2KP Tilamuta;

5. KP2KP Tondano;

6. KP2KP Amurang;



7. KP2KP Talaud;

8. KP2KP Banawa;

9. KP2KP Parigi;

10.  KP2KP Banggai;

11.  KP2KP Bungku;

12.  KP2KP Buol;

13.  KP2KP Sanana;

14.  KP2KP Tidore;

15. KP2KP Labuha; dan

16.  KP2KP Maba.

Adapun lokasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi

Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara adalah Jalan 17

Agustus No. 17, Manado, Sulawesi Utara. Telepon Kantor yang dapat dihubungi yaitu (0431) 851803, (0431) 851785 dan (0431) 863260.
B.   Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

Berdasarkan struktur internal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara terdiri dari satu Bagian Umum, lima Bidang, dan kelompok fungsional. Baik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,  Gorontalo  dan  Maluku  Utara  maupun  unit  di  bawahnya memiliki Tugas dan Fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi
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Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah :

1.	Koordinasi   dan   pemberian   bimbingan   dan   evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
2.	Pengamanan  rencana  kerja  dan  rencana  penerimaan  di bidang perpajakan;
3.	Pemberian    bimbingan    konsultasi,    pengawasan,    dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
4.	Pengumpulan,   pencarian,   dan   pengolahan   data   serta penyajian informasi perpajakan;
5.	Pemberian   bimbingan   pendataan   dan   penilaian   serta pemberian bimbingan dan pemantauan pengenaan;
6.	Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen;
7.	Pemberian    bimbingan    pelayanan    dan    penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan;
8.      Pemberian   bimbingan   dan   penyelesaian   pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan;

9.	Pemberian   bimbingan   dan   pelaksanaaan   penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi
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administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan gugatan;
10.	Pemberian   bimbingan   dan   penyelesaian   pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
C.   Aktivitas Usaha

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara adalah instansi pemerintah yang melaksanakan   koordinasi,   bimbingan,   pengendalian,   analisis,   dan evaluasi atas unit kerja vertikal dibawahnya yang terdiri dari satu Bagian Umum, lima Bidang, dan kelompok fungsional, meliputi:
a.    Bagian Umum;

b.    Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;

c.    Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian;

d.    Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan; e.    Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat; f.    Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan; dan
g.    Kelompok Jabatan Fungsional
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